BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 28 TAHUN 2019 -

TENT{P\NG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i

BUPATI CIANJUR,

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah
dokumen perencanaan tahunan yang merupakan
penjabaran rencana pembangunan jangka menengah
daerah - dan~ sebagai acuan  serta  pedoman
pembangunan di Daerah,;

bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal
142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud ‘dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan - Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia.
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi ~ Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
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1.3.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerirftah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 88);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
23T

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun
2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah  Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kabupaten Cianjur. Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011

Nomor 37 Seri D);
i

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Cianjur Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 17 Seri Cl;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019
Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta
perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur.

S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Cianjur untuk
periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana  Kerja  Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

(1) Sistematika dokumen RKPD Tahun 2020 terdiri atas:
pendahuluan;

gambaran umum dan kondisi Daerah;

kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
rencana kerja dan pendanaan Daerah;

kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
penutup.

@ oo a0 o

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

bada tanggal 28 Juni 2019
) PELAKSANA TUGAS
BUPATLCIANJUR,
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Diundangkan di Cianjur
~ pada tanggal 28 Juni 2019

~“SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
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S/ ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 25



Pemerintah Kabupaten Cianjur

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
rahmat, karunia dan perkenan-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2020.

RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2020 disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara
evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta
tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. i

Penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2020 berfungsi sebagai:

1. Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun 2020;

2. Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan

3. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sesuai
dengan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran 2020. Semcga RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2020 ini
dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

e _Cianjurp8 Juni 2019
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VZ ,ﬁﬁ\aw\pm CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN




¢

Pemerintah Kabupaten Cianjur

LAMPIRAN PERAT [ BUPATI CIANJUR
NOMOR . 2o LAY 2019

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2020

: BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki
peran penting dalam memastikan keberhasilan kirierja pembangunan daerah.
Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai
suatu proses penyusunan tahapap-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka
waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas
menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala
nasionzl maupun daerah. Keberhasilan pembangunan daerah akan
berdampak kepada kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten
Cianjur. Pemerintah Kabupaten Cianjur mengemban tugas penting dalam
mewujudkan tujuan pembangunan tersebut melalui proses perencanaan yang
dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh
ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana
kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan amanat
undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rericana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD; Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri terscbut di atas, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kedudukan, peran
dan fungsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Cianjur

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun
2020 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran
visi, misi dan kebijakan Bupati Cianjur yang penyusunannya berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata
cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan
jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah
daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang
daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2020 dimaksudkan
untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Cianjur dalam
pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2020. Penyusunan RKPD
Kabupaten Cianjur Tahun 2020 sekaligus juga dimaksudkan untuk
memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun
2020.

Dengan disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2020,
akan didapatkan serangkaian program-program prioritas yang menjadi
upaya konkrit untuk pembangunan Kabupaten Cianjur menjadi “Lebih Maju
dan Agamis”. Di samping itu juga Dokumen RKPD sebagai pedoman
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KU-APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
Kabupaten Cianjur Tahun 2020 serta pedoman penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2020.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Juni 2019
P EPELAKSANA TUGAS
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